
GELORA TALKS #53

“Menyoal Putusan MK atas

UU Pemilu: Pilihan Rakyat 

Makin Terbatas”

Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.
Senior Partner, INTEGRITY Law Firm

Guru Besar Hukum Tata Negara

Rabu, 13 Juli 2022



BAHASAN

1. Presidential Threshold dalam UUD 1945

2. Presidential Threshold untuk siapa?

3. Terkait Putusan MK No. 52/PUU-XX/2022

4. Legal Standing Anggota DPR

2
denny@integritylawfirm.id



1| Presidential Threshold dalam UUD 1945
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Presidential Threshold pada dasarnya sudah dianut 

dalam UUD 1945 namun bukan dalam 
bentuk persentase atau ukuran 

kuantitatif, melainkan dengan batasan subjek siapa 

yang berhak mengajukan capres dan sudah menjamin 
kesetaraan bagi seluruh partai politik
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2 Jenis Ambang Batas Pemilu Presiden 
dan Wakil Presiden dalam UUD 1945

a. Ambang batas pencalonan Pasal 6A ayat (2)

“Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden
diusulkan oleh gabungan partai politik peserta

pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan
umum.”
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b. Ambang batas keterpilihan Pasal 6A ayat (3)

“Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang 
mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen

dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan 
sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi
yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi

di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil 
Presiden.”

denny@integritylawfirm.id
6



Pasal 6A ayat (5) UUD memang memberikan

open legal policy, namun perlu dipahami
bahwa open legal policy yang dimaksud di 

dalam Pasal 6A ayat (5) clear ditujukan untuk

teknis pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil

Presiden, bukan untuk Presidential Threshold
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Pasal 6A ayat (5) UUD 1945

“Tata cara pelaksanaan pemilihan
Presiden dan Wakil Presiden dan Wakil 

Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-
undang.”
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Jelasnya aturan dalam Pasal 6A ayat (2), 6A ayat
(3) UUD 1945 seharusnya menjelaskan bahwa
aturan terkait presidential threshold merupakan
closed legal policy.

Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 telah mengunci
bahwa wilayah yang menjadi open legal policy 
dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
terbatas pada teknis pelaksanaan saja.
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Presidential Threshold
dalam Pasal 6A UUD 1945 
merupakan closed legal policy



Batasan-batasan di dalam UUD 1945 yang menjelaskan
bahwa presidential threshold bukanlah open legal policy

a. Pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat (Pasal 6A ayat (1);

b. Yang mengusulkan adalah partai politik atau gabungan partai politik
peserta pemilihan umum (Pasal 6A ayat (2));

c. Pengusulan capres dan cawapres dilakukan sebelum pelaksanaan
pemilihan umum (Pasal 6A ayat (2));

d. Syarat capres didelegasikan berdasarkan Pasal 6 ayat (2));
e. Tata cara capres didelegasikan berdasarkan Pasal 6A ayat (5));
f. Mekanisme putaran kedua dan syarat untuk menentukan

pemenang Pilpres (Pasal 6A ayat (3) dan ayat (4)).
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Dengan demikian, ketentuan dan syarat penerapan
konsep open legal policy terkait presidential threshold

tidak terpenuhi:

a. Norma yang akan diatur tidak dirumuskan secara 
tegas dalam UUD 1945;

b. Norma yang akan diatur diberikan delegasi penuh
kepada pembuat undang-undang untuk
mengaturnya.
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Terdapat perbedaan pendapat apakah Presidential

Threshold melanggar konstitusi atau tidak, namun
secara gramatikal penafsiran open legal policy di 

dalam Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 seharusnya tidak
dalam konteks pengaturan presidential Threshold
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Sebelumnya MK sudah memberi batasan terkait
open legal policy melalui beberapa Putusan:

a. Bisa diterapkan sepanjang tidak dilakukan secara
sewenang-wenang dan di luar kewenangan
(Putusan MK No. 7/PUU-XI/2013);

b. Tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945
(Putusan MK No. 30 dan No. 74/PUU-XII/2014);

c. Hanya bisa diterapkan sepanjang tidak melanggar
moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable
(Putusan MK No. 26/PUU-VII/2009).
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Kalaupun dianggap open legal policy, Pasal

222 UU 7/2017 justru telah
melanggar seluruh batasan open 
legal policy yang dirumuskan di dalam

Putusan MK. 

Oleh karena itu, Pasal 222 secara faktual 
dan potensial melanggar hak konstitusional 

warga negara
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2| Presidential Threshold untuk siapa?
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Dalam praktik ketatanegaraan, mayoritas negara-
negara yang menganut sistem presidensial dengan
sistem multipartai tidak menerapkan presidential

Threshold karena diyakini dapat menghambat
munculnya calon-calon terbaik secara lebih genuine 

dan memiliki kapasitas. Kontestasi politik akan
berjalan lebih transparan tanpa adanya presidential

threshold

denny@integritylawfirm.id
16



Potensi Pelanggaran Hak Konstitusional Warga Negara 
Melalui Penerapan open legal policy Pasal 222 UU No. 7/2017

1. Mengabaikan kepentingan rakyat untuk menghadirkan sebanyak-banyak calon pemimpin bangsa

dan lebih banyak mengakomodir kepentingan pemodal (oligarki politik);

2. Mengamputasi salah satu fungsi partai politik, yaitu menyediakan dan menyeleksi calon

pemimpin masa depan;

3. Diskriminasi terhadap partai politik baru untuk memiliki kesempatan yang sama untuk

mencalonkan/mengusung pasangan calon Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dalam

Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945;

4. Jalan awal menuju tindakan oligarki atas dasar partai politik kecil seakan dipaksa bergabung

dengan partai yang berkuasa demi mencalonkan pasangan calon Presiden dan mendapatkan efek

ekor jas (coattail effect) dari calon presiden yang diusung;

5. Masyarakat tidak memiliki kesempatan luas untuk mengetahui dan menilai calon-calon

pemimpin bangsa yang dihasilkan partai politik peserta Pemilihan Umum, sehingga mencederai

esensi Pemilihan Umun langsung.
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Lalu Untuk SI(APA) 
Presidential Threshold?



• Presidential Threshold merupakan bentuk negative 
political engineering bahkan constitutional breaching
yang dimunculkan oleh Partai Politik besar untuk membatasi
persaingan kontestasi Pemilihan Presiden dan Wakil
Presiden;

• Presidential Threshold dipertahankan sebagai salah satu

strategi pemenangan pemilu karena menguntungkan
Partai besar dengan dalih menjaga efektifitas pemerintahan;

• Presidential Threshold justru memperkuat oligarki
politik dan melemahkan institusi negara.
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Pemilu Tidak Hanya Terkait dengan Persoalan Siapa yang 
Akan Menjadi Calon Presiden dan Demokrasi Prosedural
Semata

Demokrasi substansial melalui penghapusan syarat 
presidential threshold adalah salah satu upaya melawan 

oligarki politik, menghapus disintegrasi dalam masyarakat, 
serta menjamin hak konstitusional warga negara dengan 
membuka seluas-luasnya bursa pencalonan Presiden dan 

Wakil Presiden.

denny@integritylawfirm.id
20



denny@integritylawfirm.id
21

1. Menghalangi lahirnya pemimpin baru yang 

berkualitas;

2. Ketakutan akan persaingan yang ketat;

3. Menghalang-halangi partai lain mengajukan 

kandidat-kandidat yang lebih berkualitas;

4. Memaksa Partai kecil untuk bergabung dan 

menyembah partai besar;

Tujuan Penerapan Presidential Threshold yang 

sebenarnya:



3| Terkait Putusan MK No. 52/PUU-XX/2022
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Tahun 2022, INTEGRITY Law Firm mewakili
DPD dan PBB mengajukan kembali judicial 

review terkait presidential threshold
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PUTUSAN YANG MENGECEWAKAN

Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan DPD tidak dapat diterima karena tidak

memiliki kedudukan hukum (legal standing), sedangkan permohonan PBB, setelah

melalui ujian legal standing dan ne bis in idem karena berhasil membuktikan kedudukan

hukum serta batu uji dan alasan permohonan yang berbeda, Mahkamah Konstitusi

menolak untuk seluruhnya tanpa melalui tahapan Pemeriksaan Persidangan (mendengar

keterangan DPR dan Presiden, saksi, ahli, tambahan bukti). 
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MK telah melanggar tahapan
persidangan dalam Peraturan MK Nomor 

2/2021 yang mereka buat sendiri.
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Dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 
52/PUU-XX/2022 halaman 74, MK menyatakan
argumentasi permohonan PBB didasarkan pada 
anggapan munculnya ekses negatif, yakni
oligarki dan polarisasi masyarakat akibat
keberlakuan presidential threshold. 
Menariknya, MK juga menyatakan bahwa tidak
ada jaminan apabila presidential threshold 
dihapus, maka oligarki dan polarisasi tidak akan
terjadi lagi. Retorika yang diajukan oleh MK 
tersebut menunjukkan bahwa sejatinya MK juga 
menyadari presidential threshold telah dikuasai
oleh oligarki yang turut serta menciptakan
polarisasi di masyarakat.
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MK MENGAKUI ADANYA OLIGARKI 
DAN POLARISASI MASYARAKAT
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Putusan DPD dan PBB menjadi putusan ke 30
pengujian terhadap ketentuan presidential
threshold.

9
Menguji

Konstitusionalitas

Pasal 9 

UU No. 42 

Tahun 2008

21
Menguji

Konstitusionalitas

Pasal 222 

UU No. 7 

Tahun 2017

6 Perkara permohonan baru 
judicial review Pasal 222 
UU No. 7/2017 yang telah diputus

1. Putusan No. 52/PUU-XX/2022
2. Putusan No. 11/PUU-XX/2022
3. Putusan No. 8/PUU-XX/2022
4. Putusan No. 70/PUU-XIX/2021
5. Putusan No. 66/PUU-XIX/2021
6. Putusan No. 68/PUU-XIX/2021

Semua Permohonan dinyatakan N.O, hanya 3 yang 

dipertimbangkan yang kemudian ditolak:

- Putusan 53/PUU-XV/2017

- Putusan 49/PUU-XVI/2018

- Putusan 54/PUU-XVI/2018



MK tetap berpegang teguh pada pendiriannya bahwa hanya partai politik

peserta Pemilu yg memiliki legal standing dalam mengajukan pengujian

materiil ketentuan Pasal 222 UU Pemilu tentang ambang batas pencalonan

presiden (presidential threshold). Sehingga, menutup kesempatan pihak lain 

untuk mengajukan gugatan terhadap ketentuan tersebut.

MK menyatakan Partai Politik memiliki legal standing
yang kuat dalam memohonkan pengujian Pasal 222 UU
Pemilu

Poin 3.6 Putusan MK Nomor 74/PUU-XVIII/2020

Permohonan Rizal Ramli
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Poin 3.6.3 Putusan MK Nomor 66/PUU-XIX/2021

Permohonan Ferry Joko Yuliantoro
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PELUANG PERMOHONAN DIKABULKAN, 

TERGANTUNG PADA BEBERAPA HAL: 
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1. Penguatan Legal Standing Pemohon;

2. Dalam pokok perkara, terdapat batu uji yang berbeda

dengan permohonan yang telah diputus sebelumnya;

3. Selain itu, menemukan alasan konstitutional yang 

berbeda atau setidaknya mereformulasi alasan 

konstitutional pada permohonan sebelumnya;

4. Publik dan media campaign yang masif dan efektif;

5. Perubahan pandangan atau komposisi hakim 

konstitusi.
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Alasan MK Menolak Legal Standing Anggota DPR
dalam Putusan MK Nomor 7/PUU-XIII/2015

“….. Mahkamah, dalam perkara a quo, perlu menegaskan kembali
bahwa terkait pembatasan pemberian kedudukan hukum bagi
anggota partai politik baik yang menjadi Anggota DPR, Anggota
DPRD, Caleg DPR atau DPRD, maupun yang berstatus hanya sebagai
anggota atau pengurus partai politik, untuk mengajukan pengujian
Undang-Undang, adalah dalam kaitannya untuk menghindari
terlanggarnya etika politik atau mencegah terjadinya konflik
kepentingan yang terkait langsung dengan adanya hak dan/atau
kewenangan yang melekat pada DPR secara institusi untuk 
membentuk Undang-Undang dan/atau Anggota DPR untuk 
mengusulkan rancangan Undang-Undang sebagaimana telah
dipertimbangkan Mahkamah dalam Putusan Nomor 20/PUU-V/2007, 
serta yang terkait pula dengan hak dan/atau kewenangan lainnya yang 
dimiliki oleh DPR dan/atau Anggota DPR yang diatur dalam UUD 1945 
yang oleh Mahkamah, beberapa diantaranya, telah dipertimbangkan
dalam Putusan Nomor 23-26/PUU-VIII/2010 dan Putusan Nomor 
38/PUU-VIII/2010.”
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Putusan MK Pertama yang menolak Legal 
Standing Anggota DPR diajukan pada tahun 2007
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Pengujian terhadap Pasal 11 ayat (2) UU 22/2001 tentang
Minyak dan Gas Bumi yang mewajibkan setiap kontrak kerja 
sama diberitahukan kepada DPR. 

Para Pemohon bertindak selaku WNI dalam kedudukannya
sebagai Anggota DPR.

Permohonan tidak dapat diterima (niet onvantkelijke
verklaard/NO) karena tidak memiliki legal standing sebagai
Pemohon dalam pengujian UU 22/2001. MK berpendapat
Para Pemohon tidak mempunyai hak dan/atau kewenangan
yang dirugikan oleh berlakunya pasal a quo. Substansi
persoalan dalam Permohonan adalah persoalan legislative 
review, bukan judicial review.



Putusan MK Berikutnya yang menolak Legal 
Standing Anggota DPR diajukan pada tahun 2007
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Pengujian terhadap Pasal 23 UU 39/2008 tentang Kementerian 
Negara mengenai larangan rangkap jabatan Menteri dengan 
pimpinan organisasi yang dibiayai oleh negara. 

Lily Chadidjah Wahid bertindak selaku WNI dalam kedudukannya
sebagai Anggota DPR.

Permohonan tidak dapat diterima (niet onvantkelijke
verklaard/NO) karena tidak memiliki legal standing sebagai
Pemohon dalam pengujian UU 39/2008. Selain mengacu pada 
Putusan 20/PUU-V/2007, MK berpendapat Pemohon sebagai
Anggota F-PKB tidak berhak mewakili PKB, sedangkan sebagai
Anggota DPR, substansi uji materi yang diajukan bukanlah
merupakan hak konstitusional Pemohon menurut UUD 1945.



Yang menarik dalam Putusan MK Nomor: 151/PUU-VII/2009 tersebut dengan amar 
putusan tidak dapat diterima, MK menyatakan dalam pertimbangan hukumnya, “Jika

seandainya dalam proses pembentukan undang-undang a quo tirani mayoritas
fraksiatas minoritas fraksi, quod non, hal demikian akan menjadi pertimbangan

sendiri bagi Mahkamah”. Dengan demikian, dapat disimpulkan legal standing bagi
Anggota DPR tidaklah benar-benar nihil.

Celah tersebut yang kemudian dimanfaatkan oleh Lily Chadidjah Wahid bersama
dengan Bambang Soesatyo dan Akbar Faizal selaku Anggota DPR untuk menguji Pasal
184 ayat (4) UU 27/2009 tentang MD3 terkait kuorum hak menyatakan pendapat 3/4 

dalam Perkara Nomor 26/PUU-VIII/2010, sebagaimana dijelaskan lebih lanjut pada 
slide berikutnya.
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Beberapa Putusan MK yang mengabulkan
Legal Standing Anggota DPR
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Pengujian terhadap Pasal 184 ayat (4) UU 27/2009 tentang MD3 terkait 
kuorum tentang hak menyatakan pendapat sebanyak 3/4.

Tiga anggota DPR bertindak selaku WNI Anggota DPR.

Permohonan dikabulkan seluruhnya. Para Pemohon (khususnya tiga Anggota
DPR) memiliki legal standing. MK berpendapat “hak menyatakan pendapat” 
merupakan hak konstitusional yang melekat hanya pada anggota DPR dan 
bukan hak warga negara lainnya. DPR sebagai institusi dapat menggunakan hak
tersebut kalau ada persetujuan para anggota DPR yang masing-masing 
memiliki hak konstitusional untuk mengontrol jalannya pemerintahan negara.

MK menilai ketentuan kuorum 3/4 dalam Pasal 184 ayat (4) UU MD3 dapat 
menghalangi hak konstitusional para pemohon untuk menggunakan “hak
menyatakan pendapat” sebagai mekanisme kontrol DPR atas kebijakan
pemerintah. Apalagi jika dikaitkan dengan posisi para pemohon sebagai
anggota DPR yang jumlahnya minoritas.



Beberapa Putusan MK yang mengabulkan Legal Standing Anggota DPR
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Pengujian terhadap UU 11/2008 tentang ITE terkait 
kasus “rekaman papa minta saham”.

Setya Novanto bertindak selaku perseorangan WNI 
yang memiliki hak-hak konstitusional yang diatur
dalam UUD 1945, bukan sebagai WNI anggota DPR 
RI.

Permohonan dikabulkan, sehingga ketentuan Pasal
5 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 44 huruf b UU ITE 
diberi tafsir konstitusional yang dimaksud dengan 
alat bukti informasi elektronik atau dokumen 
elektronik dalam penegakan hukum harus atas
permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi
penegak hukum lainnya.



Beberapa Putusan MK yang mengabulkan Legal Standing Anggota DPR
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Pengujian terhadap UU 31/1999, sebagaimana
telah diubah dengan UU 20/2001 tentang
Pemberantasan Tipikor terkait tafsir “pemufakatan
jahat”.

Setya Novanto bertindak selaku perseorangan WNI 
yang memiliki hak-hak konstitusional yang diatur
dalam UUD 1945, bukan sebagai WNI anggota DPR 
RI.

Permohonan dikabulkan seluruhnya, sehingga tafsir 
“pemufakatan jahat” dalam Pasal 15 UU Tipikor
diberi tafsir konstitusional dengan pengertian “bila
dua orang atau lebih yang mempunyai kualitas yang 
sama saling bersepakat melakukan tindak pidana.



Beberapa alasan Anggota DPR dapat dinyatakan memiliki legal standing sebagai
Pemohon oleh MK, yakni tipikal, kasuistis, dan tidak bersifat kumulatif.

a. pemohon adalah anggota DPR yang tidak melanggar fatsoen politik
kelembagaan;

b. ketentuan yang menjadi obyek pengujian (objectum litis) hanya berlaku bagi
anggota DPR sehingga kerugian konstitusional hanya mungkin dialami anggota
DPR;

c. pemohon adalah anggota DPR dan atau fraksi minoritas yang menjadi korban
dari proses pengambilan keputusan yang tidak demokratis di DPR; dan

d. pemohon adalah anggota DPR yang mengalami kerugian konstitusional
sebagaimana warga negara biasa mengalami kerugian konstitusional akibat
berlakunya norma undang-undang.
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Sumber: https://www.hukumonline.com/berita/a/spektrum-legal-standing-anggota-dpr-dalam-pengujian-uu-lt5a71ad97bf5cd/?page=1
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